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Abstract  

This research analyzes various fatwas issued by the National Sharia 

Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) related to digital finance. 

The main focus is on how these fatwas are implemented and their impact on the 

digital finance ecosystem in Indonesia. The research method used is qualitative 

with content analysis, collecting secondary data from official documents and 

related literature. The results show that the DSN-MUI fatwas on digital finance 

emphasize the importance of transparency, fairness, and integrity in transactions. 

These fatwas cover various aspects such as online buying and selling, 

dropshipping, technology-based financing services, and the use of electronic 

money. The implementation of these fatwas has had a positive impact on 

increasing the trust of the Muslim community, the growth of the Islamic fintech 

ecosystem, and support from regulators. However, challenges in implementation 

and compliance with sharia principles remain, including the need for rigorous 

sharia audits and improved sharia literacy among the public. This research 

makes an important contribution to the Islamic finance literature and provides 

practical guidance for policy makers and financial practitioners in implementing 

DSN-MUI fatwas more effectively. 

 

Keywords:  Fatwa DSN MUI, Sharia Principles, Digital Finance 

 

Pendahuluan  

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk 
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sektor keuangan. Salah satu fenomena yang mencolok adalah munculnya 

keuangan digital, yang mencakup berbagai bentuk layanan keuangan berbasis 

teknologi seperti e-wallet, fintech, dan cryptocurrency (Muhammad Anshari, 

Mohammad Nabil Almunawar, 2020). Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki peran penting dalam memberikan 

panduan hukum syariah terkait aktivitas ekonomi, termasuk keuangan digital. 

Namun, hingga saat ini, pemahaman dan interpretasi terhadap fatwa DSN MUI 

mengenai keuangan digital masih terbatas, sehingga penelitian ini menjadi sangat 

penting dan mendesak untuk dilakukan (Setiawan dkk., 2021). 

Penelitian mengenai keuangan digital telah banyak dilakukan, terutama 

dalam konteks regulasi dan dampaknya terhadap ekonomi. Beberapa studi 

mengkaji aspek hukum dan kepatuhan syariah dari layanan keuangan digital di 

berbagai negara (Muryanto, 2023), sementara yang lain fokus pada adopsi 

teknologi di kalangan pengguna Muslim (Can, 2021). Di Indonesia, penelitian 

yang ada lebih banyak membahas tentang implementasi fatwa DSN MUI di sektor 

perbankan konvensional dan syariah (Ramadhan, 2022), tetapi kajian khusus 

mengenai keuangan digital masih jarang ditemukan (Mujib, 2023). 

Meskipun sudah ada beberapa penelitian mengenai keuangan digital dan 

regulasi syariah, terdapat gap yang signifikan dalam literatur terkait analisis 

mendalam terhadap fatwa DSN MUI mengenai keuangan digital. Kebanyakan 

penelitian sebelumnya hanya membahas aspek parsial atau sektoral tanpa 

memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana fatwa DSN MUI 

diterapkan dan dampaknya terhadap ekosistem keuangan digital di Indonesia 

(Rifa‟i & Sakinah, 2021). 

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan kontribusi 

teoretis dan praktis terhadap literatur keuangan syariah dan keuangan digital. 

Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang 

implementasi fatwa DSN MUI dalam konteks keuangan digital dan memberikan 

kerangka analisis baru bagi peneliti selanjutnya (Hidayati dkk., 2023). Secara 

praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku 

kebijakan, praktisi keuangan, dan masyarakat dalam memahami dan 

mengimplementasikan fatwa DSN MUI dengan lebih efektif (Hakim dkk., 2022). 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
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memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik keuangan di 

Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Dengan perkembangan teknologi digital, 

muncul kebutuhan untuk mengeluarkan fatwa yang mengatur keuangan digital. 

Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam 

mengimplementasikan teknologi informasi dalam produk dan layanan mereka. 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai fatwa DSN-MUI mengenai 

keuangan digital serta dampak penerapan fatwa dsn mui terhadap perkembangan 

keuangan digital di Indonesia. 

 

Kajian Literatur 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 

memainkan peran penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. 

Dalam lima tahun terakhir, fokus DSN MUI pada keuangan digital telah 

meningkat secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi finansial 

(fintech). Menurut (Pujiaty dkk., 2023) fatwa DSN MUI bertujuan untuk 

memastikan bahwa produk dan layanan keuangan digital sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Muslim. Seiring dengan 

perkembangan ini, penelitian dan kajian literatur mengenai implementasi dan 

dampak fatwa ini menjadi sangat penting untuk dipahami (Khairunisa dkk., 

2018). Menurut (Izziyana, 2017) Fatwa DSN dalam ekonomi Islam kini tidak 

hanya mengikat praktisi ekonomi dan anggota DSN Islam, tetapi juga seluruh 

umat Islam di Indonesia. 

Penelitian mengenai fatwa DSN MUI sering kali menggunakan 

pendekatan kualitatif, terutama analisis dokumen dan wawancara mendalam 

dengan ahli syariah dan praktisi fintech. (Ibrahim & Salam, 2021) dalam 

penelitiannya menggunakan metode analisis konten untuk mengkaji isi fatwa 

DSN MUI tentang keuangan digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

memahami konteks dan alasan di balik fatwa, serta dampaknya terhadap regulasi 

dan praktik keuang(Khairunisa dkk., 2018)an digital di Indonesia. Selain itu, studi 

lapangan yang melibatkan wawancara dengan pelaku industri dan regulator juga 

sering digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif 

(Hidayati dkk., 2023). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI telah memberikan 

panduan yang jelas mengenai berbagai aspek keuangan digital, seperti e-wallet, 
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crowdfunding, dan cryptocurrency. Menurut (Rahayu & Nashirudin, 2023), fatwa 

ini telah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk 

keuangan digital berbasis syariah. Namun, terdapat tantangan dalam 

implementasinya, terutama terkait dengan pemahaman dan kepatuhan pelaku 

industri. Studi oleh (Bianda dkk., 2023) menemukan bahwa meskipun ada 

peningkatan kesadaran, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman prinsip 

syariah di kalangan pelaku fintech. Fatwa ini juga mendorong munculnya inovasi 

dalam produk keuangan digital yang sesuai dengan syariah, seperti Sukuk 

berbasis blockchain (Hamsin dkk., 2023). 

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI mengenai 

keuangan digital memiliki peran yang signifikan dalam mengarahkan 

perkembangan fintech syariah di Indonesian (Anindyastri dkk., 2022). Namun, 

ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Safitri & Dewa, 

2020). Studi oleh (Hakim dkk., 2022) merekomendasikan peningkatan edukasi 

dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam keuangan digital kepada 

pelaku industri dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kerjasama lebih erat 

antara DSN MUI, regulator, dan industri fintech untuk memastikan kepatuhan dan 

penerapan yang efektif (Hidayat dkk., 2024). Dengan demikian, keuangan digital 

berbasis syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat 

yang lebih luas bagi masyarakat (Fedro dkk., 2019). 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

isi. Metode ini dipilih untuk mendalami dan menginterpretasikan makna dari 

fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) terkait keuangan digital. Fokus utama penelitian adalah 

untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam fatwa-fatwa 

tersebut serta dampaknya terhadap ekosistem keuangan digital di Indonesia. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi DSN-

MUI dan literatur terkait lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang kredibel. Sumber-sumber ini 

termasuk dokumen resmi fatwa DSN-MUI, artikel jurnal, buku, laporan, dan 

sumber online terpercaya. Setiap dokumen dan literatur yang relevan akan 

dikumpulkan, diverifikasi keabsahannya, dan dianalisis secara kritis. Proses 
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pengumpulan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan 

pedoman yang diatur dalam fatwa DSN-MUI serta untuk memahami dampaknya 

terhadap praktik keuangan digital di Indonesia. 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis 

isi. Analisis ini melibatkan proses membaca dan menginterpretasi teks secara 

sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul 

dari data. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa DSN-MUI 

diterapkan dalam keuangan digital dan dampaknya terhadap pengguna serta 

penyedia layanan keuangan digital. Selama proses analisis, informasi yang 

ditemukan akan disusun secara sistematis dan disintesis untuk membentuk 

argumen yang komprehensif tentang implementasi dan dampak fatwa-fatwa 

tersebut. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, data yang 

dikumpulkan akan diverifikasi melalui triangulasi sumber (Anggito & Setiawan, 

2018). Triangulasi ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk 

memvalidasi temuan dan interpretasi. Selain itu, penelitian ini juga akan 

melibatkan peer debriefing dan member checking, dimana temuan dan interpretasi 

akan dibahas dengan rekan sejawat dan ahli untuk mendapatkan masukan dan 

memastikan keakuratan interpretasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kredibilitas dan akurasi penelitian. 

 

Temuan Penelitian dan pembahasan 

Analisis Fatwa DSN-MUI Mengenai Keuangan Digital 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) 

telah mengeluarkan berbagai fatwa yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip 

syariah dalam keuangan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

transaksi keuangan kini banyak dilakukan secara online dan menggunakan 

berbagai platform digital. Fatwa-fatwa ini berperan penting dalam memberikan 

panduan yang jelas bagi umat Islam agar dapat bertransaksi secara aman, adil, dan 

sesuai dengan ajaran agama (Ayu, 2019; Jauhari dkk., 2023). Fatwa-fatwa ini 

mencakup berbagai aspek, mulai dari jual beli online, dropshipping, layanan 

pembiayaan berbasis teknologi, hingga penggunaan uang elektronik. Berikut 

adalah beberapa fatwa DSN-MUI yang relevan dan analisis singkat tentang isi 

serta interpretasi dari fatwa-fatwa tersebut. 

Berikut adalah tabel yang berisi isi fatwa, analisis, dan interpretasi dari 
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beberapa fatwa yang relevan: 

Tabel 1. Fatwa DSN-MUI Mengenai Keuangan Digital 

No Fatwa Isi Fatwa Analisis Interpretasi 

1 Fatwa No. 

146/DSN-

MUI/XI/2021 

tentang Online 

Shop 

Berdasarkan 

Prinsip Syariah 

Fatwa ini 

menetapkan 

ketentuan 

mengenai jual 

beli online shop 

berdasarkan 

prinsip syariah. 

Penjual dan 

pembeli harus 
mengikuti 

ketentuan syariah 

dalam 

bertransaksi. 

Akad harus 

dilakukan secara 

jelas dan 

dipahami oleh 

kedua belah 

pihak. Penjual 

harus 

menjelaskan 

kriteria barang, 

harga, biaya 

pengiriman, dan 

waktu penyerahan 

barang. Akad jual 

beli tidak boleh 

melibatkan tadlis, 

tanajusy/najsy, 

dan ghisy(DSN 

MUI, 2021). 

Fatwa ini 

menekankan 

pentingnya 

kejelasan dan 

keterbukaan dalam 

transaksi online 

untuk mencegah 

kecurangan dan 

memastikan 
keadilan bagi 

kedua belah pihak. 

Menjaga prinsip 

syariah dalam 

transaksi online 

dapat 

meningkatkan 

kepercayaan antara 

penjual dan 

pembeli. 

Fatwa ini 

mengarahkan 

pelaku usaha 

online untuk 

mematuhi 

prinsip-prinsip 

syariah dalam 

menjalankan 

bisnis mereka, 
memastikan 

transaksi yang 

adil dan 

transparan, serta 

mencegah 

praktik-praktik 

yang merugikan 

salah satu pihak. 

2 Fatwa No. 

145/DSN-

MUI/XI/2021 

tentang 

Dropship 

Berdasarkan 

Prinsip Syariah 

Dropship adalah 

perdagangan 

secara online 

yang 

pedagangnya 

belum memiliki 

barang yang 

ditawarkan. 

Fatwa ini 

menetapkan 

bahwa dropship 

boleh 

dilaksanakan 

dengan syarat 

mengikuti 

Fatwa ini 

menekankan 

perlunya 

transparansi dan 

tanggung jawab 

dalam model 

bisnis dropship. 

Penjual harus 

memastikan 

barang yang dijual 

sesuai dengan 

deskripsi untuk 

menjaga 

kepercayaan 

pembeli. Akad 

Fatwa ini 

memastikan 

bahwa model 

bisnis dropship, 

meskipun 

dilakukan secara 

online dan 

barang belum 

dimiliki oleh 

penjual, tetap 

harus mematuhi 

prinsip-prinsip 

syariah, 

termasuk 

transparansi, 
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ketentuan syariah. 

Akad jual beli 

harus dilakukan 

dengan jelas dan 

dipahami oleh 

kedua belah 

pihak. Penjual 

tidak boleh 

melakukan tadlis 

dan ghisy. 

Pembeli memiliki 

hak khiyar jika 

barang yang 

diterima tidak 

sesuai dengan 

deskripsi. 

Penyedia jasa 

ekspedisi 

bertanggung 

jawab atas 

kerusakan barang 

jika terjadi 

kelalaian(DSN 

MUI, 2021) 

yang jelas dan 

pemenuhan hak-

hak pembeli 

merupakan kunci 

dalam menjaga 

prinsip syariah 

dalam transaksi 

dropship. 

kejujuran, dan 

tanggung jawab 

dalam transaksi. 

3 Fatwa No. 

117/DSN-

MUI/II/2019 

tentang 

Layanan 

Pembiayaan 

Berbasis 

Teknologi 

Informasi 

Berdasarkan 

Prinsip Syariah 

Fatwa ini 

mengatur layanan 

pembiayaan 

berbasis teknologi 

informasi 

(fintech) yang 

mempertemukan 

pemberi dan 

penerima 

pembiayaan. 

Layanan ini harus 

mematuhi 
prinsip-prinsip 

syariah, termasuk 

transparansi, 

kejujuran, dan 

keadilan dalam 

seluruh proses 

transaksi. Sistem 

elektronik yang 

digunakan harus 

aman dan 

terjamin. Akad 

yang dilakukan 

harus jelas dan 

dipahami oleh 

Fatwa ini berusaha 

mengintegrasikan 

teknologi modern 

dengan prinsip-

prinsip syariah 

untuk 

menyediakan 

akses pembiayaan 

yang lebih luas 

kepada 

masyarakat, 

terutama pelaku 
usaha mikro, kecil, 

dan menengah 

(UMKM). Fatwa 

ini menekankan 

pentingnya 

kepercayaan dan 

keamanan dalam 

layanan fintech 

syariah. 

Fatwa ini 

memungkinkan 

penggunaan 

teknologi 

informasi untuk 

pembiayaan, 

dengan syarat 

bahwa semua 

transaksi 

dilakukan 

dengan 

transparan, adil, 
dan sesuai 

dengan prinsip-

prinsip syariah, 

sehingga dapat 

membantu 

memperluas 

akses 

pembiayaan 

bagi UMKM 

dan 

meningkatkan 

inklusi 

keuangan . 
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kedua belah 

pihak(DSN MUI, 

2018). 

4 Fatwa No. 

116/DSN-

MUI/XI/2017 

tentang Uang 

Elektronik 

Syariah 

Fatwa ini 

mengatur 

penggunaan uang 

elektronik yang 

harus sesuai 

dengan prinsip 

syariah. Uang 

elektronik harus 

diterbitkan atas 

dasar jumlah 
nominal uang 

yang disetor 

terlebih dahulu 

kepada penerbit. 

Nominal uang 

disimpan secara 

elektronik dan 

digunakan 

sebagai alat 

pembayaran 

kepada pedagang 

yang bukan 

penerbit uang 

elektronik 

tersebut. Akad 

yang dilakukan 

harus jelas dan 

dipahami oleh 

kedua belah 

pihak(DSN MUI, 

2017). 

Fatwa ini berusaha 

mengadaptasi 

perkembangan 

teknologi dalam 

sistem pembayaran 

dengan tetap 

mempertahankan 

prinsip-prinsip 

syariah. 

Penggunaan uang 
elektronik harus 

transparan dan 

aman untuk 

mencegah 

penyalahgunaan 

dan penipuan. 

Fatwa ini 

memungkinkan 

penggunaan 

uang elektronik 

dalam transaksi 

sehari-hari 

dengan 

memastikan 

bahwa sistem 

yang digunakan 
mematuhi 

prinsip-prinsip 

syariah, 

sehingga dapat 

memfasilitasi 

transaksi yang 

lebih efisien dan 

aman . 

5 Fatwa No. 

140/DSN-

MUI/VIII/2021 

tentang 

Layanan Urun 

Dana 

Berdasarkan 

Prinsip Syariah 

Fatwa ini 

mengatur 

penawaran efek 

syariah melalui 

layanan urun 

dana berbasis 

teknologi 

informasi. 

Penawaran ini 

harus mematuhi 

ketentuan syariah, 

termasuk 

transparansi, 

kejujuran, dan 

keadilan dalam 

seluruh proses. 

Fatwa ini 

menekankan 

pentingnya 

transparansi dan 

keamanan dalam 

pengumpulan dana 

investasi melalui 

platform digital. 

Penawaran efek 

syariah harus 

mematuhi prinsip-

prinsip syariah 

untuk menjaga 

kepercayaan 

investor dan 

memastikan 

Fatwa ini 

memungkinkan 

penggunaan 

teknologi 

informasi untuk 

pengumpulan 

dana investasi, 

dengan syarat 

bahwa semua 

transaksi 

dilakukan 

dengan 

transparan, adil, 

dan sesuai 

dengan prinsip-

prinsip syariah, 
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Sistem elektronik 

yang digunakan 

harus aman dan 

terjamin. Akad 

yang dilakukan 

harus jelas dan 

dipahami oleh 

kedua belah 

pihak(DSN MUI, 

2021d). 

keadilan dalam 

proses investasi. 

sehingga dapat 

membantu 

memperluas 

akses investasi 

bagi masyarakat 

. 

6 Fatwa No. 

144/DSN-

MUI/XI/2021 

tentang 

Marketplace 

Berdasarkan 

Prinsip 

Syariah 
 

 

Fatwa ini 

menetapkan 

ketentuan 

mengenai jual 

beli melalui 

marketplace 

berdasarkan 

prinsip syariah. 

Penjual dan 

pembeli harus 

mengikuti 

ketentuan 

syariah dalam 

bertransaksi. 

Akad harus 

dilakukan secara 

jelas dan 

dipahami oleh 

kedua belah 

pihak. Penyedia 

marketplace 

hanya 

menyediakan 

sarana untuk 

berjualan dan 

tidak mewakili 

pedagang untuk 

menjual barang 

atau jasa 

miliknya. 

Penyedia 

marketplace 

dapat menerima 

imbalan atas jasa 

yang 

diberikan(DSN 

MUI, 2021b). 
 

Fatwa ini 

menekankan 

pentingnya 

kejelasan dan 

keterbukaan 

dalam transaksi 

melalui 

marketplace 

untuk mencegah 

kecurangan dan 

memastikan 

keadilan bagi 

kedua belah 

pihak. 

Penggunaan 

platform 

marketplace harus 

tetap mematuhi 

prinsip-prinsip 

syariah agar 

transaksi berjalan 

dengan adil dan 

transparan. 
 

Fatwa ini 

mengarahkan 

para pelaku 

usaha yang 

menggunakan 

marketplace 

untuk 

mematuhi 

prinsip-prinsip 

syariah dalam 

menjalankan 

bisnis mereka, 

memastikan 

transaksi yang 

adil dan 

transparan, 

serta mencegah 

praktik-praktik 

yang 

merugikan 

salah satu pihak

. 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber: Analisis Fatwa DSN MUI dari Dokumen DSN MUI olah data Word 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI 

mengenai keuangan digital menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan 

dalam setiap transaksi untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan bagi 

semua pihak. Setiap transaksi, termasuk jual beli melalui marketplace, 

dropshipping, layanan pembiayaan berbasis teknologi, dan online shop, harus 

mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap penipuan, manipulasi 

harga, dan ketidakpastian (Hidayati dkk., 2023). Penyedia layanan seperti 

platform marketplace dan layanan urun dana memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa semua transaksi yang difasilitasi mematuhi prinsip-prinsip 

syariah dan menyediakan platform yang aman dan terpercaya. Fatwa-fatwa ini 

juga memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan khiyar jika barang yang 

diterima tidak sesuai dengan deskripsi, serta menegaskan tanggung jawab penjual 

dan penyedia jasa ekspedisi atas kondisi barang (Aliyah, 2023). 

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa ini memberikan panduan yang jelas bagi 

para pelaku usaha, penyedia layanan, dan konsumen untuk melakukan transaksi 

yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Teknologi informasi 

digunakan untuk memperluas akses pembiayaan dan investasi syariah dengan 

memastikan bahwa semua proses transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah (Izziyana, 2017). Dengan adanya fatwa-fatwa ini, diharapkan 

kepercayaan dalam transaksi keuangan digital meningkat, sehingga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Fatwa-fatwa 

DSN-MUI ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa 

perkembangan teknologi dalam transaksi keuangan tetap berada dalam koridor 

syariah, memberikan landasan yang kuat untuk ekosistem keuangan digital yang 

sehat dan berkeadilan. 

 

Dampak Penerapan Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Keuangan 

Digital di Indonesia 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sektor keuangan di 

Indonesia, dengan keuangan digital tumbuh pesat seiring meningkatnya 

penggunaan internet dan perangkat mobile. Mengingat mayoritas penduduk 

Indonesia adalah Muslim, penting untuk memastikan layanan keuangan digital 

mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
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Indonesia (DSN MUI) menetapkan fatwa-fatwa untuk mengatur layanan ini agar 

sesuai dengan hukum syariah. Fatwa-fatwa ini bertujuan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, mendorong inovasi syariah, dan memberikan panduan 

bagi regulator dalam mendukung perkembangan sektor keuangan digital. 

Selanjutnya, dampak penerapan fatwa DSN MUI terhadap perkembangan 

keuangan digital di Indonesia akan dijelaskan. 

 

1. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Muslim 

Kepercayaan dan Kepatuhan Syariah: Fatwa DSN MUI memberikan 

kepastian bahwa produk dan layanan keuangan digital sesuai dengan syariah, 

yang meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim. Dengan meningkatnya 

kepercayaan, partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan 

digital syariah juga meningkat (Hidayati dkk., 2023; Pujiaty dkk., 2023). Inklusi 

Keuangan: Dengan adanya produk keuangan digital yang sesuai syariah, lebih 

banyak masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan 

konvensional kini dapat mengakses layanan keuangan digital. Hal ini mendorong 

inklusi keuangan dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi (Renie, 2021). 

 

2. Pertumbuhan Industri Fintech Syariah 

Ekosistem Fintech Syariah: Fatwa-fatwa DSN MUI mendorong 

pertumbuhan ekosistem fintech syariah yang terdiri dari berbagai layanan seperti 

e-wallet, P2P lending, dan crowdfunding syariah. Banyak startup fintech syariah 

bermunculan dan mendapatkan kepercayaan dari investor serta pengguna (Rifa‟i 

& Sakinah, 2021). Inovasi Produk dan Layanan: Penerapan fatwa memacu 

inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan digital yang sesuai 

dengan syariah. Contohnya, pengembangan platform P2P lending berbasis akad 

mudharabah dan musyarakah, serta e-wallet berbasis akad wadiah (Butary dkk., 

2022; Pelu & Dakhoir, 2020). 

 

Dukungan Regulator dan Kebijakan 

 

Regulasi yang Mendukung: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 

Indonesia (BI) mendukung perkembangan fintech syariah dengan mengeluarkan 

regulasi yang sejalan dengan fatwa DSN MUI. Regulasi ini memberikan kerangka 
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kerja yang jelas bagi operasional fintech syariah . Sertifikasi Syariah (Aulia dkk., 

2020; Ishak dkk., 2022). Layanan keuangan digital yang sesuai dengan fatwa 

DSN MUI mendapatkan sertifikasi syariah, yang meningkatkan kredibilitas dan 

daya saing di pasar. 

 

Tantangan Implementasi dan Kepatuhan 

 

Kepatuhan dan Audit Syariah: Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah memerlukan audit syariah yang ketat dan berkelanjutan. Hal ini 

bisa menambah beban operasional bagi perusahaan fintech (Janah & Fanani, 

2020). Kesadaran dan Literasi Syariah: Masih terdapat tantangan dalam 

meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat serta pelaku industri mengenai 

pentingnya kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Kompleksitas Produk: 

Merancang produk keuangan digital yang sesuai dengan syariah bisa menjadi 

lebih kompleks dan memerlukan pengetahuan mendalam tentang fiqh muamalah 

(hukum ekonomi Islam). Hal ini dapat menghambat inovasi jika tidak ditangani 

dengan baik (Renie, 2021). 

Penerapan fatwa DSN MUI dalam keuangan digital memiliki dampak 

positif yang signifikan terhadap perkembangan industri ini di Indonesia. 

Meningkatnya kepercayaan masyarakat, pertumbuhan ekosistem fintech syariah, 

serta dukungan dari regulator adalah beberapa faktor yang mendorong kemajuan 

ini. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi dan kompleksitas produk, 

dampak keseluruhan menunjukkan potensi besar untuk memperluas inklusi 

keuangan dan mendorong inovasi dalam keuangan digital yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

   

Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN MUI 

berdampak positif terhadap perkembangan keuangan digital syariah di Indonesia. 

Fatwa-fatwa ini meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap layanan 

keuangan digital syariah, mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah, dan 

mendapatkan dukungan dari regulator melalui regulasi yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, seperti platform P2P 

lending berbasis akad mudharabah dan musyarakah serta e-wallet berbasis akad 
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wadiah. 

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Fokus geografis 

yang hanya mencakup Indonesia membuat hasilnya mungkin tidak dapat 

digeneralisasikan ke negara lain dengan kondisi yang berbeda. Pendekatan 

deskriptif yang digunakan juga membatasi kemampuan untuk mengukur dampak 

secara objektif. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang 

mungkin tidak mencakup semua aspek relevan dari implementasi fatwa DSN 

MUI. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi kuantitatif yang 

lebih mendalam untuk mengukur dampak spesifik dari fatwa DSN MUI. 

Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip syariah dalam 

keuangan digital juga diperlukan, serta kerjasama lebih erat antara DSN MUI, 

regulator, dan industri fintech. Penelitian ini memberikan kontribusi penting 

dalam literatur keuangan syariah dan menawarkan panduan praktis bagi 

pemangku kebijakan dan praktisi keuangan dalam mengimplementasikan fatwa 

DSN MUI secara efektif, mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah 

yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. 
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